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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pelayanan publik dewasa ini tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah keberadaan perpustakaan umum di setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan informasi dan pe ndidikan oleh masyarakat juga akan terbantu dengan adanya perpustakaan daerah ini. Keberadaan perpustakaan daerah diharapkan pula mampu meningkatkan rasa gemar membaca bagi kalangan masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan. Terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Sesuai UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat ikut serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dijelaskan juga pada Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, sumber informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan juga bertujuan memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran  membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan adanya perpustakaan kita bisa semakin mudah mengakses ilmu pengetahuan dan semakin dekat dengan pengembangan ilmu-ilmu yang baru dan terus berkembang. Namun satu sisi perlu kita tinjau bahwa jika sebuah perpustakaan selengkap apapun tapi pelayanan yang diberikan tidak maksimal ataupun tidak baik, maka efek yang ditimbulkan akan tidak baik pula. Perpustakaan harus memberikan layanan prima bagi para pengunjung sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dan ketenangan bagi yang berkunjung. Sukses tidaknya pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan bisa kita lihat dari banyaknya pengunjung yang memanfaatkan fasilitas dari perpustakaan tersebut. Ini dikarenakan para pengunjung yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan dihargai keberadaan mereka.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumberdaya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalu media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat, dan sudah sepatutnya pemerintah mereformasi peradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi  pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang beorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.
Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang cukup lama ketika harus mengurus kartu keanggotaan perpustakaan dimana masih menggunakan cara manual dan baru akan memasuki penginputan data untuk otomatisasi perpustakaan, merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh masyarakat. Disamping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang daerahnya tergolong jauh dari jangkauan layanan perpustakaan (Puskel) dan keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, mereka yang tinggal di dekat perkotaan akan mudah mendapat akses pelayanan perpustakaan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik, pemerintahan yang baik  cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula, sebaliknya pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik.
Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat untuk mencerdaskan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga  perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, religi, kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap beberapa aspek ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks itu, ada jaminan bahwa pelayanan publik yang diberikan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat akan merasa memiliki pelayanan publik tersebut sehingga pelaksanaannya diterima dan didukung penuh oleh masyarakat. Secara teoritis otonomi daerah akan dapat  meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain karena jenjang hirarki pengambilan keputusan telah diperpendek sehingga daerah akan lebih cepat merespon tuntutan masyarakat, namun kenyataan menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah daerah masih rendah, yang tercermin dalam beberapa hal seperti kualitas layanan yang kurang memuaskan, perilaku aparat birokrasi kurang bersahabat, sarana dan prasarana layanan kurang memadai. Kondisi demikian terjadi karena birokrasi pemerintah daerah dalam menilai keberhasilannya tidak berorientasi pada masyarakat sebagai pelanggan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik pemerintah daerah semestinya menggunakan kepuasan pelanggan sebagai indikator keberhasilannya.
Untuk menindaklanjuti usaha peningkatan dan pengembangan pelayanan publik tersebut dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat untuk periode Januari – Juni 2018 yang dilaksanakan pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan mengedepankan hasil dari responden yang diwawancarai serta melalui pengisian kuesioner yang diberikan. 

1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional BAB XI pasal 35 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dijalur Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,  Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Wajib Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam, Film, Cerita/Dokumenter;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tatacara Pengalihan Dokumen ke dalam Microfilm atau Media Lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3913);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/63/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/ 2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/ 2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun  2011 tentang Pedoman  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

1.3 Tujuan, Sasaran, dan  Manfaat
1.3.1 Tujuan

Kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat, serta untuk mengetahui dari aspek-aspek mana saja yang belum memenuhi kepuasan masyarakat dalam dilayani, dan tujuan dilakukan evaluasi pelayanan publik tersebut yaitu : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat dan pegawai yang melayani masyarakat;
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
4. Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3.2 Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat pencapaian kinerja Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
2. Adanya panduan dalam penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan dapat lebih berkualitas berdaya guna dan berhasil guna;
3. Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui pemberian saran dan pendapat.

1.3.3 Manfaat

Dengan terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, akan tersedianya data dalam upaya peningkatan dan pengembangan fungsi pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga kekurang-kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki, serta masyarakat akan dapat memberikan nilai kepercayaan kepada Pemerintah dalam sektor pelayanan publik. Manfaat dari terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Dapat diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari unsur-unsur pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
2. Tersedianya data-data tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk menuju terciptanya pelayanan yang prima dimata masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebagai motivasi memacu persaingan positif dalam pemberian pelayanan antara unit kerja pelayanan lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan;

1.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan sebanyak 150 orang responden yang akan memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat, baik Pelayanan Perpustakan Umum (menetap) maupun  Pelayanan Keluar/Ekstensi (melalui unit Perpustakaan Keliling).
Gambaran yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berupa pertanyaan dan pengisian kuisioner terhadap 14 (empat belas) unsur utama pelayanan publik yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diharapkan masa yang akan datang, dan ada pun  14 (empat belas) unsur tersebut sebagai berikut: 

1) Prosedur Pelayanan

2) Persyaratan Pelayanan

3) Kejelasan Petugas Pelayanan

4) Kedisiplinan Petugas Pelayanan

5) Tanggung jawab Petugas Pelayanan

6) Kemampuan Petugas Pelayanan

7) Kecepatan Pelayanan

8) Keadilan Mendapatkan Pelayanan

9) Kesopanan dan Keramahan Petugas

10) Kewajaran Biaya Pelayanan

11) Kepastian Biaya Pelayanan

12) Kepastian Jadwal Pelaksanaan

13) Kenyamanan Lingkungan

14) Keamanan Lingkungan.

Materi substansi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan tersebut dilakukan dalam bentuk survey dengan meliputi seluruh proses yang dimulai dari :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa persiapan dasar dalam penyusunan metode pelaksanaan survey serta menelaah materi-materi survey yang akan ditetapkan. Persiapan lainnya adalah penyiapan lokasi, daftar pertanyaan, perbanyakan kuisioner serta pelatihan dalam pelaksanan pengolahan data oleh petugas survey.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap dimana dilakukan penyebaran anggota survey yang telah dilengkapi dengan daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara kepada masyarakat/pemustaka pengguna jasa pelayanan.

3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini hasil dari wawancara dan pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat/pemustaka, selanjutnya dilakukan pengolahan data serta menindaklanjutinya dengan penyusunan hasil laporan survey.

4. Tahap Pelaporan dan Presentasi

Dari tahap pengolahan data dengan hasil tersusunnya laporan survey, langkah selanjutnya adalah mempresentasikannya dan hasil final dari laporan survey tersebut diserahkan kepada Seksi Promosi dan Layanan Perpustakaan untuk  dijadikan bahan perbaikan mutu pelayanan yang disajikan.

1.5 Keluaran Pelaksanaan Kegiatan 
Dari pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, keluaran yang didapatkan dari kajian tersebut sebagai berikut :

1. Tersedianya data hasil pengukuran kepuasan masyarakat Januari – Juni 2018 terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
2. Analisa tingkat kinerja pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
3. Rekomendasi dari hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, dengan harapan terpenuhinya keinginan masyarakat terhadap peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
4. Rekomendasi yang disajikan pada laporan akhir dari survey pengukuran kepuasan masyarakat akan dapat disajikan suatu perencanaan yang strategis dalam upaya perbaikan untuk peningkatan pelayanan serta berkesinambungan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
5. Rekomendasi yang diberikan akan dapat dijadikan suatu janji untuk perbaikan fungsi pelayanan perpustakaan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran tingkat kinerja secara keseluruhan pada pelayanan perpustakaan.

BAB II

PENDEKATAN STUDI DAN PROFIL LOKUS

2.1. Konsep Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 disahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut UU tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.   

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang  lingkup tersebut termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UUN0. 25 Tahun 2009).

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk organisasi penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Paradigma baru  penyelenggaraan pemerintahan  daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi sistem penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dari  sistem sentralistik ke sistem desentralistik,dari dekonsentrasi (desentralisasi administratif) ke arah devolusi (desentralisasi politik). Implikasinya adalah terbukanya peluang luas bagi daerah untuk menyelenggarakan  berbagai urusan  yang  menjadi wewenangnya  dalam koridor peraturan perundang-undangan berlaku dengan bertumpu pada kemampuan sumber daya lokal berdasarkan  prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, responsibilitas dan transparan guna mewujudkan  pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan Publik merupakan suatu  bentuk pelayanan  yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat,dan pelayanan publik juga dapat diarti sebagai suatu bisnis yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan  pokok seperti air, listrik atau suatu  bisnis yang memberikan  pelayanan  lainnya  seperti  transportasi dan komunikasi, yang secara  keseluruhan  pelaksanaan  pelayanan tersebut tidak terlepas dari manajemen pelayanan publik yang  memandang masyarakat sebagai   warga negara dengan hak dan  kewajibannya, dan oleh karena  itu suatu pelayanan publik harus:

1. Dilakukan secara demokratis.

2. Dilakukan secara strategis dan rasional

3. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat  akan pelayanan.

4. Memperhatikan aturan  yang telah disepakati atas nilai-nilai yang berlaku di masyarakat

5. Mempunyai  standar pelayanan  yang professional

6. Akuntabel dalam pelaksanaan pelayanan

7. Memiliki struktur yang terbuka da11n pimpinan yang kolaboratif.

8. Memiliki motivasi  yang kuat  untuk melayani dan berkontribusi untuk masyarakat banyak.

Namun pada kenyataannya masih ditemui pelaksanaan pelayanan publik yang kurang dirasakan oleh masyarakat, hal dilihat dari penyelenggaraannya pelayanan itu sendiri yang masih memiliki berbagai kelemahan antara lain : 

a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. 
b. Kurang informatif. Berbagai informasi lambat disampaikan kepada masyarakat, atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.
d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
e. Birokratis. Pelayanan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri  dari berbagai level, sehingga  menyebabkan penyelesaian pelayanan  yang terlalu  lama, yang  mengakibatkan  berbagai  masalah  pelayanan  memerlukan  waktu  yang lama untuk diselesaikan.
f. Kurang mau mendengar keluhan/ saran/ aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengarkan keluhan/ saran/ aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan keanggotaan perpustakaan) sering kali mengalami kendala saat pengetikan kartu anggota, karena masih bersifat manual.
Dari kelemahan yang terjadi, upaya untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan publik, kemajuan otonomi daerah sebagai suatu kebijakan sangat diharapkan  untuk perkembangan pelayanan publik terutama operasional layanan Puskel (Perpustakaan Keliling) ke Kabupaten/Kota, karena hasil dari terlaksananya otonomi daerah langsung dapat dinikmati oleh masyarakat adalah yang terkait dengan pelayanan publik, yang secara konseptual pelayanan itu mencakup dimensi yang sangat luas. Dan untuk itu, Pemerintah Daerah melalui perpustakaan umum diharapkan  mampu melaksanakan operasional Layanan Puskel  baik melalui mobil unit Puskel dari APBD maupun APBN secara wajar, efisien, dan efektif. Sehingga alokasi pendapatan daerah akan diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena dengan kemandirian dan potensi yang dimilikinya diharapkan  daerah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mengelola perangkat daerah, meningkatkan kinerja dan mempertanggung-jawabkan seluruh kinerjanya kepada masyarakat secara akuntabel. Kebijakan ini sejalan dengan substansi dari administrasi Negara baru, yaitu disamping memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis, juga pelayanan publik yang berkeadilan sosial, dan untuk itu pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang membutuhkan haruslah sudah mencapai harapan, namun sampai saat ini masih banyak keluhan masyakarat yang mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari aparatur atas pelayanan yang diberikan, yang secara umum masyarakat masih  memiliki kesan pelayanan aparatur mengandung ketidak pastian dari segi waktu, biaya dan persyaratan, sehingga masyarakat belum dibantu dan dipermudah dalam melakukan aktivitas baik yang bersifat untuk usaha maupun bukan untuk usaha, karena pelayanan publik itu sendiri secara lahiriah dapat dibagi 2 (dua) kategori pelayanan, yaitu pelayanan dasar (substantive) yang jenis layanan ini menyangkut kepada pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemukiman, serta pelayanan lainnya yang akan menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Jenis pelayanan lainnya adalah pelayanan administrasi, dimana pelayanan ini menyangkut kepada pelayanan pendataan sebagai konsekuensi dari status seorang warga Negara seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, perizinan usaha dan pelayanan jasa administrasi lainnya.

Dari keadaan pelayanan publik yang ada saat ini, pemerintah telah berusaha merespon perbaikan layanan publik, yang salah satu langkahnya adalah dengan mengeluarkan  regulasi-regulasi, dan salah satunya dari regulasi tersebut adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003,  tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana pada keputusan tersebut secara tegas diamanatkan kepada setiap aparatur harus memberikan pelayanan prima dengan berlandaskan pada azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Akibat dari sering terjadinya keluahan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah, mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan layanan dan penerimaan layanan oleh masyarakat dan untuk itu ada 5 (lima) macam kesenjangan dalam proses pelayanan publik, yaitu :  

a) Kesenjangan antara harapan pelanggan mengenai pelayanan dengan persepsi manajemen.

b) Kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas pelayanan.

c) Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan penyampaian pelayanan.

d) Kesenjangan antara komunikasi eksternal kepada pelanggan dengan proses penyampaian pelayanan.

e) Kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan.

Guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, tentunya perlu diciptakan berbagai perangkat atau piranti pendukungnya, karena kualitas pelayanan publik merupakan  hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumberdaya manusia pemberi pelayanan, strategi pelayanan dan pelanggan. Sistem pelayanan yang baik, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan, strategi pelayanan yang tepat dan kesesuaian jenis, prosedur dan mekanisme pelayanan dengan pelanggan, tentunya akan menghasilkan kualtias pelayanan yang tinggi. 

2.2. Pengukuran Kualitas Pelayanan

Dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik yang merupakan sebuah langkah nyata pada suatu tataran kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), dengan tujuan akhirnya adalah terciptanya area baru yaitu pelayanan publik yang prima, yang pelaksanaannya diterapkan dalam suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan bukan didasarkan kepada pengakuan atau penilaian dari pemberi pelayanan, tetapi akan diberikan oleh pihak yang menerima layanan, namun demikian tidak ada suatu standar pelayanan yang baku yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas suatu pelayanan. Hal ini disebabkan oleh unsur subyektivitas pada diri penerima pelayanan, dimana seseorang mungkin menilai suatu pelayanan yang diterimanya sudah memuaskan, tetapi belum memuaskan bagi orang lain, tetapi hal ini bukanlah dijadikan suatu alasan bagi pemberi pelayanan untuk tidak memperhatikan  kualitas pelayanannya.

Pengukuran kualitas pelayanan merupakan salah satu cara untuk mengetahui aspek mana yang akan dijadikan perhatian untuk peningkatan pelayanan yang diberikan  kepada masyarakat. Kebijakan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan, menjadi dasar bagi pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada masyarakat, dan untuk itu telah dikeluarkan  kebijakan yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor :  KEP/25/ M.PAN/2/2004, tentang  Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kebijakan yang ada kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, jika dicermati kebijakan ini, harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, dan kepada masyarakat penerima layanan publik pun dituntut untuk proaktif dalam memberikan penilaian, sebab Indeks Kepuasan Masyarakat adalah penilaian kita selaku masyarakat terhadap aktivitas dan pelayanan yang diberikan kepada kita.

Dalam ilmu perpustakaan indeks mempunyai arti luas, yang secara umum dapat diartikan sebagai catatan mengenai nilai-nilai dari atribut yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pencarian informasi. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperolehdari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif  atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

Pada pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat 2 (dua) tipe pengukuran kualitas pelayanan publik, yaitu pengukuran  kuantitatif dan pengukuran kualitatif, dimana keduanya harus saling melengkapi. Metode pengukuran kuantitatif bertujuan untuk mengukur fakta yang objektif seperti berapa lama seorang harus menunggu untuk dilayani, yang dengan kata lain pengukuran kuantitatif  merupakan standar teknis dalam pelayanan publik. Untuk metode pengukuran kualitatif untuk membantu memahami harapan dan kebutuhan masyarakat, dimana proses pengukuran kualitatif ini mencakup proses pendengaran, mempelajari, menganalisis dan menginterprestasikan pernyataan pelanggan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan ada 4 (empat) langkah dalam mengukur kualitas suatu pelayanan publik yaitu : 

a) Langkah pertama adalah mendefenisikan konsep kualitas untuk mengukur kualitas itu sendiri. Kualitas dirasakan oleh pelanggan artinya pelanggan/pemustaka  yang diberi konsep mengenai kualitas, maka untuk itu pemberi jasa pelayanan mendefenisikan  konsep kualitas bagi pelanggan berdasarkan pada fasktor reliabilitas dan kepercayaan.

b) Langkah kedua, membuat para pengguna jasa pelayanan agar mau merinci faktor-faktor konsep kualitas itu menjadi variabel,  dan variabel dirumuskan semaksimal mungkin berdasarkan kepada pernyataan pelanggan/pemustaka itu sendiri.

c) Langkah ketiga, membuat ukuran skala penilaian untuk setiap variabel atau unsur dengan angka misalnya 1 sampai dengan 4, yang hal ini akan membantu pemahaman pandangan pengguna jasa terhadap pelayanan yang ideal.

d) Langkah keempat, mengarahkan  pelanggan/pemustaka atau masyarakat untuk menilai pelaksanaan pelayanan, dan hasil penilaian masyarakat akan memberikan informasi untuk menyusun sasaran-sasaran kualitas pelayanan.

Hasil dari pengukuran kualitas akan menjadi landasan dalam membuat kebijakan perbaikan kualitas secara keseluruhan, dan oleh karena itu kondisi yang diperlukan  untuk mendukung pengukuran kualitas yang benar, antara lain adalah : 

1. Pengukuran harus dimulai pada permulaan program.

2. Pengukuran kualitas dilakukan pada keseluruhan sistem.

3. Melibatkan semua individu yang terkait dengan proses.

4. Seharusnya dapat memunculkan data.

5. Pengukuran kualitas yang menghasilkan informasi-informasi utama seharusnya dicatat.

6. Perlu adanya komitmen secara menyeluruh untuk pengukuran performansi kualitas dan perbaikannya.

7. Program-program pengukuran dan perbaikan kualitas seharusnya dapat dipecah-pecah atau diuraikan dalam batas-batas yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih dengan program lain.

Pelayanan publik sudah seharusnya memperhatikan kualitas pelayanan, karena pelayanan yang baik adalah awal bagi tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang selanjutnya akan dapat menjadi penentu dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pengukuran ini mengenai kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima. 
Pemerintah juga telah mengupayakan atau menetapkan 14 (empat belas) asas pelayanan publik yang harus diterapkan oleh setiap abdi Negara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kedua belas asas pelayanan publik itu, antara lain; kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selain kedua belas asas itu, Indeks Kepuasan Masyarakat sangat ditentukan oleh empat belas faktor lainnya, dimana kesemuanya dapat diukur dan mudah dipahami oleh masyarakat penerima layanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/ 2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyebutkan unsur pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu : 

1) Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.  

2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3) Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan;

4) Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Tanggungjawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan  wewenang dan tanggung-jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6) Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan;

7) Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8) Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9) Kesopanan dan Keramahan Petugas,  yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

10) Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11) Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan;

12) Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan  ketentuan yang ditetapkan;

13) Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapih dan teratur;

14) Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Unsur-unsur ini dipandang cukup mampu untuk mengetahui perkembangan suatu pelayanan publik yang diselenggarakan  oleh unit kerja pelayanan pemerintah, karena pelayanan publik yang prima akan menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang selanjutnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan, serta akan menjadikan masyarakat menjadi patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kesadaran dan kesukarelaan bukan karena paksaaan. 

2.3. PROFIL LOKUS

Pembukaan  Undang- Undang Republik Indonesia No. 43  Tahun 2007 tentang Perpustakaan telah  mengamanatkan Perpustakaan sebagai wahana belajar  sepanjang hayat  mengembagkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga   Negara  yang demokratis  serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelengaraan pendidikan nasional. Undang-undang  tersebut juga menyebutkan  bahwa dalam rangka  meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai pusat  sumber  belajar masyarakat.

Pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat akan lebih dirasakan manfaatnya bila Pelayanan diberikan secara optimal. Layanan optimal akan memberikan kepuasan pemustaka, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Men.PAN Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik. Keputusan ini menjadi acuan bagi seluruh Penyelenggara Pelayanan publik dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai kewenangannya. Keputusan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya Penyelengaraan Pelayanan publik yang prima. dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemberi  mau pun penerima layanan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor : PER/20/M/AN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik menjelaskan pengertian standar Pelayanan publik. Standar pelayananan publik  adalah suatu tolok ukur yang di pergunakan sebagai pedoman Penyelengaraan Pelayanan dan acuan penilaian kualitas Pelayanan sebagai komitmen atau janji dari Penyelengaran Pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan Pelayanan berkualitas.  

Adapun tugas pokoknya sebagai berikut :

· Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

· Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan Kearsipan;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan propinsi di bidang perpustakaan dan Kearsipan;

c. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh unsur organisasi terdiri dari satu Sekretariat dan tiga Bidang. Adapun Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, bertugas membantu Kepala Badan dalam masalah kesekretariatan dan fungsional kepustakawanan dan Kearsipan. Bidang-bidang yang ada terdiri dari Bidang Kearsipan, Bidang Perpustakaan dan Bidang Pembinaan. Bidang Kearsipan terdiri dari Seksi Arsip Dinamis, Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip, Seksi Arsip Statis.  Bidang Perpustakaan terdiri dari Seksi Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan TIK, Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, dan Seksi Promosi dan Layanan. Sementara Bidang Pembinaan terdiri dari Seksi Pembinaan Kearsipan, Seksi Pembinaan Perpustaka  dan Seksi Kerjasama. Bidang-bidang tersebut bertugas melaksanakan kegiatan kepustakawanan dan Kearsipan dalam bidang tertentu, dan dipimpin seorang Kepala Bidang (Kabid).
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VISI

“Menjadikan Perpustakaan Dan Kearsipan Propinsi Sebagai

Pusat Informasi Terdepan Untuk Mencerdaskan Masyarakat

Dan Menyelamatkan Memori Daerah”


MISI

1. Mengembangkan Budaya Gemar Membaca

2. Mengembangkan dan Melestarikan bahan pustaka  

3. Mendayagunakan dan mengembangakan semua jenis perpustakaan

4. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip

5. Meningkatkan  dan mengembangkan SDM, Sistem dan Kelembagaan Kearsipan

6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan arsip.


” Akan melayani dengan cepat/(quick, service), ramah, sopan, adil profesional dan penuh tanggung jawab”

’’ Layanan Perpustakaan Sebagai Sarana Belajar Sepanjang Hayat (Longlife Education) Dan Berorientasi Kepada Pemustaka”

1. Layanan Sirkulasi (Pinjaman dan Pengembalian)
2. Layanan Keanggotaan (Manual dan Elektronik)
3. Layanan Referensi
4. Layanan Anak-anak
5. Layanan Remaja
6. Layanan Dewasa
7. Layanan Multimedia
8. Layanan Berkala (Lama dan Baru )
9. Layanan Disabilitas (Berkebutuhan Khusus)
10. Layanan Perpustakaan Keliling
11. Layanan Penelusuran Informasi/Literatur
12. Layanan Deposit (Koleksi Minangkabausiana)
13. Layanan Naskah Kuno’
14. Layanan E-Book
15. Layanan Foto Copy
16. Layanan Wifi Gratis
Jadwal Layanan

· Senin s.d. Kamis 



pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

· Jum’at 





T U T U P

· Sabtu




pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
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Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah,  pada pasal 41 paragraf 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki kedudukan sebagai : 

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara pada pasal 42 Paragraf 2 mengenai  Susunan Organisasi di sebutkan bahwa : 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas. 

2. Sekretariat, membawahi: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

3. Bidang Kearsipan, membawahi: 

a.  Seksi Arsip Dinamis; 

b. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip ; dan 

c. Seksi Arsip Statis dan Layanan Arsip. 

4. Bidang Perpustakaan, membawahi: 

a. Seksi Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan; 

b. Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan 

c. Seksi Promosi dan Layanan Perpustakaan. 

5. Bidang Pembinaan, membawahi: 

a. Seksi Pembinaan Kearsipan; 

b. Seksi Pembinaan Perpustakaan; dan 

c. Seksi Kerjasama.

(2)  Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasal 76 disebutkan :

1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

BAB  III

METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Langkah Penyusunan Indeks Kepuasan Masayarakat 
Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit kerja pelayanan publik  merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan, karena dari hasil pengukuran yang dilaksanakan akan membantu suatu unit kerja palayanan untuk mengetahui dari unsur atau variabel apa kekurangan pelayanan yang terjadi pada bidang kerja layanan perpustakaan tersebut, serta untuk meningkatkan pelayanannya dengan memperbaiki kekurangan pelayanan yang terjadi. Dalam pelaksanaan pengukuran penyusunan pengukungan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Kuisioner

Dalam Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan kuisioner sebagai alat bantu pengumpulan data dari kepuasan masyarakat/pemustaka  penerima pelayanan. Kuisioner disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat

2. Bagian Kuisioner

Kuisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 

	Bagian I
	:
	Bagian ini berisikan indentitas responden meliputi; usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaian terhadap bidang kerja layanan perpustakaan.

	Bagian II
	:
	Pada Bagian II dari kuisioner berisikan identitas pencacah atau orang/petugas yang melaksanakan wawancara terhadap masyarakat, dan apabila kuisioner diisikan oleh masyarakat langsung bagian ini tidak diisi.

	Bagian III
	:
	Bagian ini berisikan mutu pelayanan publik, yaitu pendapat dari penerima pelayanan, yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.


3. Bentuk Jawaban

Bentuk dari jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan yang ada pada kuesioner, secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang ada di suatu bidang pelayanan perpustakaan, yaitu dari sangat baik sampai dengan tidak baik, yang penilaiannya dilakukan dengan persepsi numberik (angka) yang  dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik

Nilai angka 1 yang diberikan oleh responden apabila responden merasa unsur pelayanan yang dipertanyakan tidak mudah prosesnya, contohnya alur pelayanan yang tidak mudah, loket yang terlalu banyak untuk dilalui sehingga  prosesnya belum efektif.

2. Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik

Nilai angka 2 yang diberikan oleh responden apabila responden merasa unsur pelayanan yang dipertanyakan kurang mudah prosesnya, contohnya prosedur pelayanan yang masih kurang mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3. Angka 3 adalah nilai persepsi baik

Nilai angka 3 yang diberikan oleh responden apabila responden merasa unsur pelayanan yang dipertanyakan mudah prosesnya, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu untuk lebih diefektifkan.

4. Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik

Nilai angka 4 yang diberikan oleh responden apabila responden merasa unsur  pelayanan yang dipertanyakan sangat mudah prosesnya, mudah, efektif dan sangat sederhana.

4. Jumlah Responden

Jumlah responden yang akan disurvey dalam kegiatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, serta  dalam  menentukan  jumlah responden  pelaksanaan survey pengukuran indeks kepuasan  masyarakat pada semester 1 Januari – Juni 2018 di Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat juga berpedoman  kepada Peraturan  Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman  Umum Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat. Dari  kedua  peraturan  tersebut jumlah responden minimal adalah 150 orang dari  jumlah populasi penerima layanan, dengan  dasar (jumlah unsur +1) x10=jumlah responden (14+1) x 10 = 150 responden.
Berdasarkan kepada  hasil  survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat  Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat sebagai lokus survey pengukuran, telah ditetapkan bahwa untuk responden sebanyak jumlah minimal dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011, yaitu sebanyak 150 orang responden. 

5. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data, pelaksanaan dilakukan dengan teknik proporsional random sampling, yaitu dengan cara responden dipilih secara acak dan ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah unit pelayanan yang dijadikan lokus,  dan untuk menghindari bias, maka pemilihan responden adalah responden yang sedang melakukan atau dalam mendapatkan pelayanan selama waktu survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan.
Untuk waktu penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan waktu selama ±30 hari kerja dengan rincian waktu sebagai berikut : 

1. Persiapan pelaksanaan  survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, 6 hari kerja.
2. Pelaksanaan pengumpulan data, 8 hari kerja.
3. Pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat, 8 hari kerja
4. Penyusunan dan pelaporan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat, 8 hari kerja.

3.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data
Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, dengan mengajukan 14 (empat belas) pertanyaan yang menyangkut kepada unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Pendekatan dalam memperoleh data dengan melakukan kombinasi antara metode kuantitatif dan metode kualitatif, dimana pencatatan sumber data utama dilakukan dengan wawancara responden dan juga dengan jalan melakukan pengamatan langsung serta pengisian kuisioner oleh responden dengan penyebaran sebanyak 150 lembar kuisioner. Pelaksanaan pengumpulan data lainnya untuk mengetahui masalah dan menemukan informasi yang tepat dalam memperoleh gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan, maka dilakukan beberapa strategi yang saling melengkapi yakni wawancara berstruktur dan tidak berstruktur.  Wawancara berstruktur dilakukan oleh interview/wawancara kepada responden yang saat ini dianggap terbatas kemampuan literasinya untuk mengisi secara langsung kuisioner yang diberikan, dan sementara itu wawancara tak berstruktur dilakukan kepada responden yang dianggap memiliki kemampuan literarasi yang baik.

3.3 Metode Analisa Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, yakni dengan menerapkan langkah-langkah seperti mentabulasi data, mereduksi dan mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kelompok dan satuan, dan dalam survey ini data ditabulasikan dan disajikan dalam bentuk angka dan persentase, tahap berikutnya adalah mengadakan pemeriksaaan keabsahan data dan menulisnya dalam bentuk laporan dan diberi penjelasan.

Dalam penganalisaan data dari pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, pelaksanaanya berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Apararatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana berdasarkan  kedua peraturan tersebut nilai-nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan yang masing-masingnya memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : 


Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat  digunakan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut:


Untuk mempemudah interprestasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :


Akumulasi dari penilaian Indeks Kepuasan  Masyarakat (IKM) tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Nilai Persepsi ,Interval IKM,  Nilai Interval Konversi IKM,

Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan

	NILAI PERSEPSI
	NILAI  INTERVAL IKM
	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM
	MUTU PELAYANAN 
	KINERJA UNIT PELAYANAN

	1
	1.00  - 1.75
	25.00 - 43.75
	D
	Tidak Baik

	2
	1.76 - 2.50
	43.76 – 62.50
	C
	Kurang  Baik

	3
	2.51- 3.25
	62.51- 81.25
	B
	Baik

	4
	3.26 - 4.00
	81.26 – 100.00
	A
	Sangat Baik


Pada tahapan pengolahan data dari hasil pelaksanaan  survey  dilakukan  dengan penerimaan  dokumen data petugas survey , dan  menguji kualitas data  untuk  mengetahui profil responden dan kecenderungan  jawaban yang diberikan  yang akan  dijadikan bahan  analisa  objektifitas, serta data persepsi masyarakat  akan  dikompilasikan  dengan  data  responden  berdasarkan  kelompok  umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Untuk tahapan  penghitungan  nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan  cara pengentrian data yaitu  memasukkan  data isian ke dalam tabel    terdiri dari 14 (empat belas) unsur kategori pelayanan.

BAB IV

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
4.1 Profil Responden
Pelaksanaan survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, menggunakan persepsi masyarakat yang menjadi objek layanan, yaitu sebanyak 150 (seratus lima puluh) responden, dan berdasarkan dari pengisian kuesioner baik yang dilakukan sendiri oleh responden maupun yang ditanyakan langsung oleh petugas survey, maka data atau profil dari responden dapat dibedakan atas 4 (empat) kelompok kategori, yaitu : 

1. Berdasarkan jenis kelamin.

2. Berdasarkan usia.

3. Berdasarkan tingkat pendidikan.

4. Berdasarkan pekerjaan.

Dari hasil kuesioner yang merupakan data utama dalam penyusunan hasil survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini, disamping data-data lainnya, yaitu berupa rekaman hasil wawancara yang dapat dijadikan data pendamping untuk mencocokkan dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Hasil dari analisa profil responden yang berjumlah 150 (seratus lima puluh ribu) orang, berdasarkan kepada 4 (empat) kategori tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2

Profil/ Data Responden

	NO
	VARIABEL
	KATEGORI
	JUMLAH RESPONDEN
	PERSENTASE  (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Umur
	0 – 20
	135
	90.00%

	
	
	21 – 40
	13
	8.67%

	
	
	41 – 60
	2
	1.33%

	
	
	61 – 80
	0
	0.00%

	2
	Jenis Kelamin
	Pria 
	64
	42.67%

	
	
	Wanita
	86
	57.33%

	3
	Pendidikan
	SD
	13
	8.67%

	
	
	SLTP
	80
	53.33%

	
	
	SLTA
	40
	26.67%

	
	
	D1, D2, D3
	5
	3.33%

	
	
	S1
	11
	7.33%

	
	
	S2 keatas
	1
	0.67%

	4
	Pekerjaan
	PNS/TNI/POLRI
	2
	1.33%

	
	
	Pegawai Swasta
	1
	0.67%

	
	
	Wiraswasta/Usahawan
	4
	2.67%

	
	
	Pelajar/Mahasiswa
	140
	93.33%

	
	
	Lainnya 
	3
	2.00%


Dari data tabel di atas dapat diperjelas, bahwa untuk usia yang dominan dari responden yang menjadi objek dalam survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah berusia 0 s.d. 20 tahun yang paling banyak yaitu berjumlah 135 orang dengan persentase 90 %, sedangkan jenis kelamin responden wanita lebih banyak dari pria yaitu berjumlah 86 orang dengan persentase 57,33 %. Untuk tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SLTP dengan jumlah 80 orang dengan persentase 53,33% dan untuk tingkat pekerjaan yang terbanyak pemustakanya adalah pelajar/ mahasiswa yaitu berjumlah 140 orang dengan persentase 93,33%.

4.2 Analisa Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Hasil akhir dari pengolahan data hasil survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni, telah disusun berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu jumlah nilai dari setiap jenis pelayanan, baik itu pelayanan menetap (Layanan Umum) maupun pelayanan keluar (Layanan Ekstensi), maka diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan yang dipertanyakan, sedangkan nilai indeks gabungan untuk setiap unsur pelayanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan nilai penimbang, yaitu 0,071.

Dari 150 (seratus lima puluh) responden yang dimintakan pendapatnya mengenai jenis pelayanan yang diberikan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, nilai rata-rata per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3

Nilai IKM Berdasarkan Unsur Pelayanan

Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Provinsi  Sumatera Barat
	NO
	UNIT PELAYANAN
	NILAI IKM
	NILAI INDEKS
	NILAI IKM DIKONVERSIKAN
	MUTU PELAYANAN

	U1
	Prosedur Pelayanan
	   3.167 
	     0.226 
	        5.655 
	Baik

	U2
	Persyaratan Pelayanan
	   3.153 
	     0.225 
	        5.631 
	Baik

	U3
	Kejelasan Petugas Pelayanan
	   3.147 
	     0.225 
	        5.619 
	Baik

	U4
	Kedisiplinan Petugas Pelayanan
	3.093
	     0.221 
	        5.524 
	Baik

	U5
	Tanggungjawab Petugas Pelayanan
	3.133
	     0.224 
	        5.595 
	Baik

	U6
	Kemampuan Petugas Pelayanan
	3.127
	     0.223 
	        5.583 
	Baik

	U7
	Kecepatan Pelayanan
	3.120
	     0.223 
	        5.571 
	Baik

	U8
	Keadilan Mendapatkan Pelayanan
	3.147
	     0.225 
	        5.619 
	Baik

	U9
	Kesopanan & Keramahan Petugas
	3.127
	     0.223 
	        5.583 
	Baik

	U10
	Kewajaran Biaya Pelayanan
	3.107
	     0.222 
	        5.548 
	Baik

	U11
	Kepastian Biaya Pelayanan
	3.133
	     0.224 
	        5.595 
	Baik

	U12
	Kepastian Jadwal Layanan
	3.093
	     0.221 
	        5.524 
	Baik

	U13
	Kenyamanan Lingkungan
	3.093
	     0.221 
	        5.524 
	Baik

	U14
	Keamanan Pelayanan
	3.100
	     0.221 
	        5.536 
	Baik

	Rata-rata nilai unsur pelayanan……
	43.740
	3.124
	78.107
	Baik


Dari tabel tersebut di atas dari jumlah nilai IKM setelah dikonversikan, maka dapat kita lihat unsur pelayanan yang mana dapat nilai tertinggi dan yang mendapat nilai kurang dari pemustaka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 1

Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Pelayanan
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Untuk itu, dari data di atas dapat kita mengetahui nilai per unsur layanan dari tabel berikut : 

Tabel 4

Nilai Rata-Rata Per Unsur Layanan

Dari Yang Tertinggi sampai Terendah
	NO
	UNIT PELAYANAN
	JUMLAH NILAI UNSUR
	NILAI RATA-RATA

	U1
	Prosedur Pelayanan
	475
	3.167

	U2
	Persyaratan Pelayanan
	473
	3.153

	U3
	Kejelasan Petugas Pelayanan
	472
	3.147

	U8
	Keadilan Mendapatkan Pelayanan
	472
	3.147

	U5
	Tanggungjawab Petugas Pelayanan
	470
	3.133

	U 11
	Kepastian Biaya Pelayanan
	470
	3.133

	U6
	Kemampuan Petugas Pelayanan
	469
	3.127

	U9
	Kesopanan & Keramahan Petugas
	469
	3.127

	U7
	Kecepatan Pelayanan
	468
	3.120

	U 10
	Kewajaran Biaya Pelayanan
	466
	3.107

	U 14
	Keamanan Pelayanan
	465
	3.100

	U4
	Kedisiplinan Petugas Pelayanan
	464
	3.093

	U 12
	Kepastian Jadwal Layanan
	464
	3.093

	U 13
	Kenyamanan Lingkungan
	464
	3.093

	Rata-rata nilai unsur pelayanan………………………


	6.561
	43.740


Dari 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dipertanyakan kepada responden, secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 3 bagian, yaitu : 

1. Bagian yang terkait dengan sistem dan mekanisme pelayanan, termasuk di dalamnya adalah :

· Prosedur pelayanan
· Persyaratan pelayanan
· Kewajaran biaya
· Kepastian jadwal pelayanan
· Keadilan mendapatkan pelayanan
· Kepastian biaya pelayanan

2. Bagian perangkat pendukung, yang termasuk didalamnya adalah sebagai berikut : 

· Kenyamanan lingkungan
· Keamanan pelayanan
· Kecepatan pelayanan

3. Bagian Sumber Daya Manusia pelayanan, yang termasuk dalam unsur ini adalah :

· Kedisiplinan petugas pelayanan

· Kejelasan petugas pelayanan
· Tanggung jawab petugas pelayanan
· Kemampuan petugas pelayanan
· Kesopanan dan keramahan petugas.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dari sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) responden yang memberikan nilai terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan, jenis unsur prosedur pelayanan mendapatkan nilai tertinggi 475 setelah dibagi  dengan  jumlah  responden dan  dikalikan dengan nilai penimbang, maka nilai rata-ratanya 3,167 dan sementara  itu untuk nilai terendah  adalah pada  unsur  kenyamanan lingkungan  dengan jumlah nilai unsur  464  dan nilai rata-rata sebesar 3,093. 

Dari data nilai survey, indeks kepuasan  masyarakat, maka untuk bagian  sistem dan mekanisme pelayanan  khususnya  unsur prosedur pelayanan dan persyaratan  pelayanan  sudah baik. Sedangkan kepastian jadwal pelayanan  perlu untuk  dibenahi. 

Untuk sumber daya manusia pada unsur kedisiplinan petugas pelayanan berada pada urutan tiga terbawah dengan nilai unsur 464 dan rata-rata sebesar 3,093. Namun untuk Kejelasan petugas pelayanan dan tanggung jawab petugas pelayanan sudah baik dimana kejelasan petugas pelayanan berada diurutan 3 teratas dengan nilai unsur 472 dan rata-rata sebesar 3,147. Begitu juga dengan tanggung jawab petugas pelayanan berada pada urutan 5 teratas dengan jumlah nilai unsur 470 dan rata-rata sebesar 3,133. Untuk perangkat pendukung kenyamanan lingkungan perlu lebih ditingkatkan agar banyak pemustaka yang datang berkunjung untuk menambah ilmu dan wawasan  juga untuk  mewujutkan citra  pelayanan yang  baik  dari masyarakat terhadap Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, karena dari  citra yang diberikan  oleh masyarakat akan menggambarkan kinerja  dari unit pelayanan  tersebut, dan oleh karena itu  citra  merupakan  bayang-bayang dari suatu kinerja dan layanan merupakan jantungnya perpustakaan.

Dari hasil  pengolahan data yang telah  disampaikan dalam bentuk tabel-tabel yang menguraikan nilai dari hasil  survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat di atas, yang menguraikan satu persatu nilai dari unsur-unsur pelayanan yang akan  menggambarkan secara keseluruhan  untuk penilaian Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, maka untuk mengetahui lebih lanjut dari penghitungan nilai indeks kepuasan masyarakatnya  adalah sebagai berikut :

(3,167 x 0,071)+(3,153 x 0,071)+(3,147 x 0,071)+(3,147 x 0,071) + (3,133 x 0,071)+ (3,133 x 0,071)+(3,127 x 0,071)+(3,127 x 0,071)+(3,120 x 0,071)+(3,107 x 0,071) + (3,100 x 0,071)+(3,093 x 0,071)+(3,093 x 0,071)+(3,093 x 0,071)= Nilai  Indeks adalah 3,124. Dengan demikian,  nilai Indeks Kepuasan  Masyarakat Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat , hasilnya dapat  disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai  indeks kepuasan  masyarakat setelah  dikonversi= nilai indeks nilai dasar yaitu menjadi :3,124 x 25= 78,1
b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap mutu  dan kinerja  pelayanan yang diberikan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat kepada masyarakat  pengguna jasa  layanan, berdasarkan kepada keputusan  Menteri pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor kep /25 /M.PAN/2/2004 tentang Pedoman  Penyusunan Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat, dimana  untuk Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, nilai interval IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan diuraikan sebagai berikut :

	NILAI PERSEPSI
	NILAI INTERVAL IKM
	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM
	MUTU PELAYANAN
	KINERJA UNIT PELAYANAN

	1
	1,00 – 1,75
	25.00 - 43,75
	D
	Tidak Baik

	2
	1,76 – 2,50
	43,76 – 62,50
	C
	Kurang Baik

	3
	2,51 – 3,25
	62,51 – 81,25
	B
	Baik

	4
	3.26 -4.00
	81,26 – 100,00
	A
	Sangat Baik


Berdasarkan  kepada kriteria di atas, dan dari hasil penilaian masyarakat atau responden pada 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dipertanyakan, maka dapat disimpulkan, bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat adalah  B (Baik).


BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan 
Dengan telah dilakukannya survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, yang hasilnya telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka secara umum hasil laporan dari pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada  Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat periode Januari sampai dengan Juni 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Survey terhadap Indek Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan mengisi kuesioner yang diberikan oleh petugas pelayaan karena hasil kuesioner merupakan data utama dalam penyusunan hasil survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini.
2. Untuk mengetahui hasil pelayanan yang telah dilaksanakan, maka pada pasca pelayanan dilakukan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat dilaksanakan dengan melibatkan 150 (seratus lima puluh) responden, yang terdiri dari layanan menetap (umum) dan layanan keluar (ekstensi).
4. Dalam pelaksanaan survey selain pengisian kuisioner oleh responden, juga dilakukan tanya jawab langsung ke masyarakat/pemustaka yang dilakukan secara acak, baik bagi layanan menetap maupun layanan keluar ke Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang menjadi jangkauan atau kerjasama layanan operasional mobil unit Perpustakaan Keliling (Puskel) pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap pelaksanaan pelayanan perpustakaan, serta survey juga dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung disaat pelayanan berlangsung.
5. Dari 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dipertanyakan, kenyamanan lingkungan, kepastian jadwal layanan serta unsur Kedisiplinan petugas Pelayanan dengan masing-masig nilai IKM rata-rata 3,093, yang ketiganya berada dalam 3 (tiga) terendah penilaian masyarakat/pemustaka, yang walaupun mutu pelayanan masih berada dalam kategori baik, namun ketiga unsur pelayanan ini harus menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat.
6. Secara keseluruhan untuk hasil survey kepuasan masyarakat Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat pada bulan Januari – Juni 2018 diperoleh hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 78,11 dengan kriteria (B) yang berarti telah dilakukan perbaikan dan pencapaian yang baik terhadap jenis-jenis kepuasan masyarakat di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
5.2 Rekomendasi
Penganalisaan data dari pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, pelaksanaanya berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Apararatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana berdasarkan  kedua peraturan tersebut tersebut telah dinyatakan bahwa setiap unit kerja pelayanan harus melaksanakan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan atau 2 (dua) kali dalam setahun dan secara nyata pelaksanaan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan untuk Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat untuk kegiatan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini sudah dapat dilakukan pada periode Januari – Juni 2018 dan periode Juli – Desember 2018 yang pelaksananya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Secara  umum dari hasil pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini nilai mutu dan kinerja pelayanan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat berada pada kategori Baik, dan untuk peningkatan mutu pelayanan pada masa yang akan datang, Tim Penyusun laporan akhir dari hasil pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan tersebut memberikan beberapa rekomendasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan suatu janji dalam pelaksanaan perbaikan dan pengembangan fungsi pelayanan perpustakaan, dan adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Kenyamanan Lingkungan adalah kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Unsur ini merupakan unsur dengan nilai terendah pada Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat untuk periode Januari – Juni 2018. Dalam upaya peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat, direkomendasikan  juga, bahwa dalam unsur kenyamanan masih perlu untuk diperbaiki seperti lingkungan perpustakaan yang bersih dan rapi, pengguna dapat memanfaatkan baha koleksi dan fasilitas dengan baik, adanya tempat penitipan barang dan tas yang memadai, koleksi dalam jumlah banyak dan lengkap serta adanya komputer untuk penelusuran /pencarian koleksi perpustakaan.
2. Kepastian Jadwal Pelayanan merupakan jadwal waktu pelayanan yang diberikan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat dibuat sedemikian rupa dengan jam buka dan jam tutup yang pasti, sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan, tidak berubah-ubah sehingga bisa membingungkan pengguna perpustakaan. Jadwal ini perlu disosialisasikan oleh petugas pelayanan ke sekolah-sekolah ataupun pihak pengguna pustaka agar pemustaka mengetahui kapan waktu buka dan tutup pustaka. Begitu juga dengan jadwal pustaka keliling juga harus disosialisasikan terutama kedaerah-daerah yang jauh dari kota. 
3. Kedisiplinan Petugas Pelayanan  mencakup keberadaan dan kepastian petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Unsur ini perlu lebih ditingkakan oleh bidang  perpustakaan, seperti kehadiran petugas, petugas menggunakan seragam dengan baik, dan penampilan petugas yang menimbulkan kesan rapi, bersih dan pantas.
4. Keamanan Pelayanan adalah terjaminnya tingkat keamanan lingkungan Perpustakaan sebagai unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat sebagai pengguna perpustakaan merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan, seperti ruang parkir yang luas dan aman. Keamanan pelayanan ini juga harus lebih ditingkatkan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat.
5. Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat agar dapat melaksanakan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahunnya, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengetahui mutu dan kinerja pelayanan yang diberikan, serta Indeks Kepuasan Masyarakat dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan setiap tahunnya dalam peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi ini diatas dibuat guna pedoman bagi Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat dalam memperbaiki dan meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena rekomendasi yang diajukan hanya pada empat unsur yang memiliki nilai unsur terendah.
Demikian laporan akhir dari kegiatan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini disusun dan disampaikan sebagai evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan.
Pada metodologi proses kegiatan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini berupa kualitatif, dan objek yang diteliti penilaiannya adalah masyarakat pengguna/pemustaka layanan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat, dan mudah-mudahan hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi dan menjalankan  reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, khususnya pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi  Sumatera Barat untuk menuju terciptanya pelayanan yang prima dimata masyarakat.

Padang,     Juli 2018
KEPALA
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PROVINSI SUMATERA BARAT,
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SEKRETARIS


ALFIANDRI, SS
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KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN


NOVA SUSANTI, SE, MM
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KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN


DEWI HASTUTI, SE
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KABID PEMBINAAN
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SOSY FINDRA, S. Kom
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KISWATI, SS, MPA
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KASI PEMBINAAN KEARSIPAN


HAYATI SAAD, BA
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